
BUPATI HALMAHERA SELATAN 
PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF RT/RW/DUSUN SERTA OPERASIONAL 

PEMERINTAH DESA 

Meninbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) 
dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pera tu ran Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan 
tunjangan kepala desa, dan perangkat desa serta 
tunjangan BPD dan Insentif RT/RW serta Operasional 
pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten 
Haimahera Selatan tentang Besaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, Tunjangan 
BPD, lnsentif RT dan RW serta Operasional Pemerintahan 
Desa dan Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Jtara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I 
Tahun 1999 Nomor 174, Tamhahan Lembaran Negara R.l. 
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 

3961); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahcra Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten 
Halmalera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi 
Moluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 



I 

4. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara R.J. Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara R.I. Nomor 5495); 

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
R.I. Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.l. Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara R.l. Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran 
Negara R.L. NOmor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 
82, Tanbahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. 
Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I 
Nomor 5265); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 

Ml 



Menetapkan 

- 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara R.l. 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lerbaran Negara R.I 
Tahun 20 I 4 Nomor 5694); 

l6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang susunan organisasi dan tata Kerja Pemerintah 
desa. ( berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2016 
Nomor 6) ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tantang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 89 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661) ; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
193/ PMK.07 /2018 Ten tang Pengelolaan Keuangan Desa. 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2018 
Nomor 1838 ); 

21. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertingal, 
dan transmigrasi Republik Indonesia tentang priorotas 
pengunaan Dana Desa Tahun 2019. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor l 
Tahun 2019 tenteng Angaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan Tahun Nomor 1 ); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN 
TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA TUNJANGAN BPD DAN JNSENTIF RT/RW/DUSUN SERTA ' OPERASIONAL PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
elaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 



3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan; 
4. Desa adaJah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilyah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, 
kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan/atau Hak taradisional yang diakui dan dihorrnati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia dan berada di 
Kabupaten Halmahera Selatan; 

5. KepaJa Desa adalah atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelengarakan rumah 
tangga Desa.nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah; 

6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretaris Desa yang bertugas sebagai 
coordinator PPKD; 

7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa; 

8. Kepala Urusan adalah Pelaksana Urusan pclayanan Administrasi 
pendukung yang membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas 
Pernerinthen; 

9. Kepala seksi adalah Pelaksana Teknis yang membantu Kepala Desa dalam 
pelaksana tugas operasioanal. 

10. Kaur dan kasi bertugas sebagai pelaksan Kegiatan Anggaran. 
11. Kaur keuangan bcrtugas melaksanakan Fungsi Kebendaharaan. 
12.RT/ RW atau Dusun atau sebutan lainya adalah Kepala kewilayahan yang 

berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas 
membantu kepala Desa dalam pclaksanaan tugasnya kewilayahan 

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembagn yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya 
merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapka setiap Tahun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanje 
Desa (APBDesa), 

15. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bu Ian oleh 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiop Tahun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 

16. Insentif RT/RW/Dusun adalah bantuan uang untuk opersional lembaga 
RT/RW /Dusun untuk membantu pelaksanaa tugaspelayanan 
pemerintah,perencanaan pembangunan, ketentraman, dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

17. Operasional Pemerintah Desa adalah Belanja Ba rang, dan Jasa serta Modal 
untuk Kelancaran Proses Penyelengaraan Pemerintah Desa. 

18. Angaran pendapatan dan belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah Desa. 

19.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam ranga 
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai dengan uang 
la~lk.didalamnva sgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

1. Maksud ditctapkannya Peraturan Bupai ini adalah sebagai pedoman untuk 
memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT / RW dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (AP!3Desa) agar Kepala Desa dan Perangkat 
Desa dapat menunjang dan meningkatkan kinerja pemerintah Desa. 

2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian 
hukum dalam membcrikan pcnghasilan tctap dan tunjangan bagi Kcpala 
Desa dan Perangkat Desa tunjangan BPD, insentif RT/ RW serta agar dapat 
menunjang dan meningkatkan kenirja pemerintah Desa. 

BAB Ill 
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 3 

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dimasukan dalam 
APBDesa pada belanja tidak langsung paling banyak 60% (Enam puluh 
persen) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 

2. Besa ran Penghasilan tetap diberikan kepada : 
a. Kepala Desa; 
b. Sekretaris Desa paling sedikil 70% (tujuh puluh perseratus) dari 

penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan 
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Dcsa paling scdikit 50% (lima puluh 

perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. 
3. Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per bulan, adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Desa : Rp. 2.500.000,­ 
b. Sekretaris desa : Rp. 1.875.000,- 
c. Kepala Urusan : Rp. 1.250.000,­ 
d. Kepala Seksi : Rp. l.250.000,- 

4. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pcgawai Negeri Sipil (PNS). 

5. Penghasi\an Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung 
mulai bulan Januari 2019. 

6. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan pcrangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dimasukan dalam APBDcsa pada belanja tidak langsung paling 
banyak 60% (Enam puluh persen) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. 

D 

BABIV 
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 4 
w a.a.ad.a.al.a..al.la.LS.z dan_ diberikan dengan besaran 



. 
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a. Kepala Desa • Rp. 500.000,­ 
b. Sekretaris esa : Rp. 300.000,­ 
c. Kepala urusan : Rp. 250.000,­ 
d. Kepala Seksi : Rp. 250.000,­ 

2. Tunjangan sebagllimana dimaksud pada ayat {1) diberikan terhitung mulai 
bulan Januari 2019. 

3. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
Sekretaris Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang 
Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

4. Tunjangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dimasu.kan dalam APBDesa 
belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga paluh perseratus). 

BAB V 
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Pasal 5 
1. Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran 

adalah sebagai berikut : 
a. Ketua : Rp. 1.000.000,­ 
b. Wakil Ketua : Rp. 850.000,­ 
c. Sekretaris : Rp. 800.000,­ 
d. Anggota : Rp. 750.000,­ 

2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan terhitung mulai 
bulan Januari 2019. 

3. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayal {l) dimasukan dalam APBDesa 
belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh pecrsen). 

BAB VI 

INSENTIF RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KEPALA DUSUN 

Pasal 6 
1. Besaran Insentif setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran 

adalah RP. 300.000,­ 
2. lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayal (I) diberikan terhitung mulai 

bulan Januari 2019. 
3. lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam APBDesa 

belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh persen). 

BAB VII 
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 

Pasal 7 
1. Biaya Operasional Pemerintah Desa adalah merupakan kegiatan yang 

dibelanjakan disub bidang kegiatan Penyelengaraan Pemerintah Desa yang 
dibelanjakan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) setelah ditambah 
Belanja Penghasilan Tetap, dan Tunjangan setiap tahunaya dari total 
APBdesa. 



3. Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan diberikan terhitung 
mulai bulan Januari 2019. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pcraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera 
Selatan.­ 

Ditetapkan di Labuha 
ada tanggal 11. Jmuari 2019 

Diundangkan di Labuha 
Pada tanggal 11 Jamar! 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
HERA SELATAN, 

HE. SE. M.M 
198603 1 001 

BERTITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019 
NOMOR..4.. 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 
[LHAM ABUBAKAR, SH 
Nip. 19690307 200212 1008 

- 


